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WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Menimbang

Mengingat

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

bahwa untuk mendukung terwujudnya Aparatur Sipil
Negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
sekaligus dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan
yang  tercantum dalam Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di
Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu membentuk
Peraturan Walikota tentang Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kota Blitar

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik




Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
‘Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia




10.

11.

12.

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i9
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11

Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3243);




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN

HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

LN

Daerah adalah Kota Blitar.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.

Wali Kota adalah Wali Kota Blitar.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Harta kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak
bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban
lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki Aparatur Sipil
Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan
Aparatur Sipil Negara

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya
disingkat LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan
ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi Aparatur
Sipil Negara.

Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara yang selanjutnya disingkat
LHKPN adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang

dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi.




Bagian Kedua

Tujuan Dan Sasaran

Pasal 2
Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kota Blitar

Pasal 3
Tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, memiliki sasaran untuk :
a. mencegah dan menjauhkan ASN dari praktek korupsi, kolusi dan

nepotisme; dan

b. membangun integritas ASN sehingga tercipta ASN yang bersih dan

berwibawa

BAB II
KEWAJIBAN LHKASN

Pasal 4
(1) Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar memiliki kewajiban
untuk menyampaikan LHKASN
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ASN yang memiliki
Golongan Ruang Kepangkatan setingkat Golongan Il dan Golongan v
selain yang berkewajiban LHKPN

BAB III
PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 5
(1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan kepada
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kepegawaian
sebagai Unit Pengelola LHKASN
(2) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu paling

lama 1 (satu) bulan setelah :




a. Diangkat dalam jabatan, promosi atau mutasi; dan

b. Berhenti dari jabatan dan/atau pensiun

Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga wajib
dilakukan secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta
Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31

Desember, dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun
selanjutnya

Pasal 6

Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan

dengan mengisi formulir LHKASN sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan dan disampaikan secara daring/ online melalui Sistem Informasi

Pelaporan Harta Kekayaan milik Aparatur Sipil Negara atau disingkat dengan

Si-Harka dengan alamat website www.siharka.menpan.go.id

(3)

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7
Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan LHKASN
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
teknis administrasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian dan Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan.
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian
selaku unit pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memiliki tugas :
a. Melakukan koordinasi dengan kepala OPD dalam hal pemantauan
dan evaluasi terhadap kepatuha wajib LHKASN dalam melaporkan
dan mengumumkan harta kekayaan ;

b. Memberikan informasi dan sosialisasi terkait peraturan tentang
LHKASN ;

c. Mengelola data kepegawaian dan perubahan jabatan Wajib Lapor
LHKASN;




(4)

Mengingatkan wajib lapor LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah
untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman
LHKASN ;

Menyampaikan Surat Edaran Wali Kota terkait permintaan
penyampaian rekapitulasi nama dan jabatan Wajib lapor LHKASN
kepada kepala OPD ;

Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai
pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota dengan tembusan kepada

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan terhadap
LHKASN dalam bentuk :

a.

Berkoordinasi dengan unit pengelola dalam rangka memonitor
kepatuhan penyampaian LHKASN.

Melakukan verifikasi, klarifikasi dan pemeriksaan atas kewajaran
LHKASN yang disampaikan.

Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi dilakukan
sebagaimana dimaksud pada huruf b mengindikasikan adanya
ketidakwajaran ;

Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi
sebagaimana dimaksud pada huruf c terindikasi adanya

ketidakwajaran.

BAB V
SANKSI

Pasal 8

ASN selaku wajib Lapor LHKASN yang tidak melaksanakan kewajibannya

meyampaikan LHKASN dan Pejabat pada Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian dan pejabat pada Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan selaku

pelaksana teknis pembinaan dan pengawasan yang membocorkan informasi

tentang harta kekayaan diberikan sanksi disiplin sesuai ketentuan Peraturan

Peruandang-undangan.
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BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 28 Mei 2020

WALIKOTA BLITAR,
Ttd.
SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

)

AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008
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WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN
ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA KEPALA BADAN PENDAPATAN,

Menimbang

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA BLITAR,

bahwa Walikota dapat mendelegasikan
penandatanganan keputusan atas permohonan pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada
kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan
pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 21
ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang -
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
serta pasal 25 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 13
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk
Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan

Penandatanganan Keputusan Atas Permohonan




Mengingat

1.

Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan
Dan Perkotaan Kepada Kepala Badan Pendapatan,

Keuangan Dan Aset Daerah

Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Berat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-UndangNomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);




10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049},
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i9
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58




11.

12.

13.

14.

15.

16.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Perattiran Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3243 );

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang
Tata Cara Pemeriksaan dibidang Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3339);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan
Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Pengahapusan Piutang Negara Atau Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Pengahapusan Piutang Negara Atau Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6119);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5883);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);




23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah
Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar
Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 5);
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan
Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017
Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2);




31. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota
Blitar Tahun 2014 Nomor 13), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 36)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN ATAS
PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA
KEPALA BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

Pasal 1
Mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Atas Permohonan
Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, untuk
nilai ketetapan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
Kepada Kepala Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah

Pasal 2
Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kewenangan
Penandatanganan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala

Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah

Pasal 3
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor
41 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan
Keputusan Atas Permohonan Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan

Perdesaan Dan Perkotaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku




Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 28 Mei 2020
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.
SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 28 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Rudy Wijonarko
BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

@

AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk 1
NIP. 196709091998031008
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